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SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945
(Suatu Kajian Teoritis)

Oleh:

W.M. Herry Susilowati

There are lwo types of government syslem known nowadays, presidential and parliamentury. lu systen t
then stated inlo each country's conslilution, while in Indonesia we know as IIIJD 1945. Relerring t<t
UUD 1945, Indonesia's government syslem can'l be classified us presidential or parliamerrtury,, but u
combinalion of both system of UUD 1915 version.

PENDAHULUAN

Setiap negara pada hakekatnya merupakan

organisasi kekuasaan, karena di dalamnya terdapat
adanya bermacam-macam lingkungan kekuasaan,
baik yang berada dalam infra suuktur politik maupun
yang b€rada dalam supm stnrlfiir politik. Mengingat

bahwa setiap kekuasaan bagaimanapun kecilnya
cenderurg mhrk disalah-gunakan oleh pemegangny4
sebagaimana yang dikatakan oleh lord Acton, maka
unnrk mencegahnya perlu dilakukan pembatasan.

Pada kehidupan bemegara, bermasyarakat
dan berbangs4 maka konstitusi atau undang-undang
dasar merupakan sarana unnrkmembatasi kekuasaan
dalam negara. Kemudian pada perkembangannya
justru negara-negara modern sekarang ini,
menganggap bahwa konstitusi atau undang-undang
dasar keberadaannya merupakan sesuatu yang
essensial dalam negara.

Di dalam negara-negara yang mendasarkur

dirinya atas demokrasi konstitusionil, wrdang-urdang

dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi

kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga

penyelenggaraan kekuasaan tidak bersilat seweang-

wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga

negara akan lebih terlindungi. (Miriam Budiardjo,

1985:96).

Demikian pentingnya keberadaan suatu

konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara,

karena konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen

formal yang berisi :
I . hasil perjuangan politik bangsa di waktu

yang lampau;
2. tingkat-tingkattertinggiperkembangan

kel,atanegaraan bangsa;
3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang

hendak diwujudkan, baik untuk waktu
sekarang maupun urnrk masa yang akan
&*g;
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4. suatu keinginan, dengan mana
perkembangan kehiduPan ketata-
negaraan bangsa hendak diPimPin.
(Strycken A.A.H. dalam Sri Soemantri,
1987:2)

Selanjutnya menurut C.F. Strong dalam

bukunya " Modern Poli l ical Consti tut ions"

menyebutkan:
"Constitution is a collectionof principles
according to which the powers of the
government, the rights of the governed,
and the relations between the lwo are
adjusted. " (C.F. Strong, I 966:9)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hal-hal yang

diatu dalam konstinrsi adalah:

I . kekuasaan pemerintah (dalam arti luas);

2. hak-hak yang diperintah; dan

3. hubungan antara pemerintah dan yang

diperintah.

Dengan demikian pada pokoknya dasar dari

setiap sistem pemerintahan negara akan diatru dalam

suatu undang-undang dasar atau konstitusi negara

yang bersangkutan.

Lord Bryce, sebagaimana yang dikutip oleh

K.C. Wheare, mengatakan:
Constitution is aframe ofpolitical sosiety,
organized through and by law, one in
which law has established permanent
ins I ilut ions w ith r ecognize d func tions and
definite rights.

Menurut Sri Soemantri, apabila pendapat

James Bryce ini  d ibandingkan dengan yang

dikemukakan oleh C.F. Strong, maka nampak bahwa

pendapatC.F. Strong lebih luas. Walaupun oleh t.ord

Bryce dikatakan bahwa konstitusi adalah kerangka

masyarakat politik (negara) yang diatur oleh hukum,

akan tetapi dalam konstitusi itu hanya terdapat

pengaturan menganai alat-alat perlengkapan negara

(lembaga negara = permanent institutions) yang

dilengkapi dengan fungsi dan hak-haknya. Dalam

batasan C.F. Strong, apa yang disebutkan James

Bryce ini, termasuk dalam "kekuasaan pemerintahan".

Apabila senua konstitusi yang ada di dunia

sekarang dipelajari ternyata menurut tvlr. J.G.

Steenbeek yang dikutip oleh Sri Soemantri, temyata

bahwa pada umumnya konstitusi atau undang-undang

dasar itu berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

pertama, adanyajaminan terhadap hak-hak
asasr manusia dan warga neBaral

kedua, ditetapkannyasusunanketata-
negaraan suatu negara yang
bersifat firndamental; dan

ket iga, adanya pembagian dan
pembatasan nrgas ketatanegaraan
yang juga bersifat fundamental.
(Sri Soemantri, 1987:5 1 )

Dengan demikian apa yang diatur dalam

setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga

masalah pokok tersebut.

K.C. Wheare dalam bukunya yang berjudul

" Modern Constitution" , rnenyebut kemungkinan

Sistem Pemenntahan I ndonesia Menurut

UUD 1945 (Suatu Kaiian Teoritis)

250 W.M. Herry Susilowati



PERSPEKTIF Volume IX No. 3 Tahun 2003 Edisi Juli

diadakannya bermacam-macam klasifikasi Konstitusi

sebagai berikut:
| . Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan

dalam bentuk tertul is ( l r l i r l ( ,n
consl i tut ion snd no wr i l te n
constilution);

2. Konstituti fleksibel dan konstitusi rij id
(lexible constitution and r igid
constitution);

3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi
tidak derajat tinggi (supre me
consti tut ion and nol supre me
constitulion);

4. Konstitrsi serikat dan konstitusi kesatuan
(federal constitution and unitary
constitulion);

5. Konsti tusi sistem pemerintahan
presidensial dan konsti tusi sistem
pemerintahan parlementer ( P res ifu nt al
exe c t ive and P arl iame ntary exe cul ive
constitution). (Sri Soemantri, l987:63)

Jika dikai&an pendapat C.F. Stong dan Lord

Bryce yakni bahwa pada dasamya setiap sistem
pemerintalmn akan diatur dalam $.ntu undang-undang

dasar yakni dengan konstitusi sistem pemerintahan

parlement€r, dengan demikian dalam setiap konstitusi

suatu negara akan selalu diketemukan jenis sistem
pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

Selanjutnya menurut C.F. Strong, di dunia

dewasa ini terdapat dua macarn sistem pemerintahan

yang dianut oleh negara-negara, yaitu sistem
pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan

parlementer. (C.F. Strong, 1966:212-251)

Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 juga

telah menganu tentang hal itu yakni dalam Penjelavn

UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negam yang

merupakan rangkuman dari pasal-pasal dalam Batang

Tubuh UUD 1945. Kalau diperhatikan dengan

seksama, maka sistem p€merinlahan menurut UtJD

1945 akan menimbulkan kerancun pemikiran, yaitu

termasuk menganut sistem pemerintahan parlementer

ataukah sistem pemerintahan presidensiil. Oleh

karenanya permasalahan yang dapat dirumuskan

adalah :

l. Apakah yang dimaksud dengan sistem

pemerintahan itu?

2 . Sistem Pemerintahan apakah yang dianut

oleh UUD 1945?

PEMBAHASAN

a. Pengertian Sistem Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

kaa'sj.slen? " diartikan sebagai:
I . seperangkat unsur yang secara teralur

saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas;

2. susunan yang teratur dari pandangau,
teori. asas. dan sebagainya:

3. metode. (Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1990:78)

Selanjutnya " syste m " d^lun Bahasa lnggris

diartikan sebagai "kombinasi atau rangkaian yang

teratur, baik dad bagian-bagian khusus atau bagian-
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bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu

keseluruhan; khususnya kombinasi yang sesuai

dengan prinsip rasional tertentu. (Henry Campbell

Black, 1968:136)

Secara bebas penulis mengartikan sebagai

sekelompok bagian-bagian yang saling berkaitan dan

bekerja sama untuk melakukan suatu aktivitas dalam

mngka mewujudkan suatu maksud tertentu yang telah

digariskan benama.

Kata "Pemerintahan" yang berasal dari

Bahasa Latin " gubernaculum", artinya "kemudi",

disalin dalam Bahasa lnggris "governmenl" dan

Bahasa Perancis " gouvernmenl "; *lanjutnya dalam

Bahasa Indonesia sering dipergunakan dengan istilah

"pemerintah" atau "pemerintahan" dan kadang-

kadang juga dengan istilah "penguasa". Selanjutnya

kata "pemerintahan" dianikan sebagai "proses, cara.

perbuatan memerintah"; atau "segala urusan yang

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan

kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara"

Oleh karena kata "pemerintahan" berasal dari kata

pemerintah, maka perlu dikemukakan duluarti kata

"pemerintah".

Kata "pemerintah" yang berasal dari kata

dasar "perintah" yakni perkataan yang bermaksud

men).uruh melakukan sesuatu, diartikan sebagai :

l. sistem menjalankan wewenang dan
kekuasaan mengatur kehidupan sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara atau
bagian-bagiannya;

2. sekelompok orang yang secara bersarna-
sama memikul tanggung jawab terbatas
untuk menggunakan kekuasaan;

3. penguasaan suaru negara @agian negam);
- 4. badan tertinggi yang memerintah suatu

negara (seperti kabinet merupakan suatu
pemerinah);

5. negara atau negeri (sebagai lawan
partikelir atau swasta);

6. pengururs; pengelola. (Tim Penyusun
kamus.l990:672).

C.F. strong dalam bukunya "Modern

Political Constitutions" berpandangan bahwa

government dalam arti luas meliputi kekuasaan

legislatif, kekusaan eksekutif dan kckuisaan yudisiil.

Pengenian ini didasarkan pada ajaran Trias Politika

dar i  Montesquieu. Art i  yang luas dar ipada

government akan lain apabila dilihatdari pandangan

ajaran caturpraja dan pancapraja. Oleh karena

perkataan dan istilah pemerintah dan govemment itu

sama, maka arti yang luas dari istilah government

berlakujuga bagi istilah pemerintah. (Sri Soemantri,

1976: l8-  l9) .

Dalam pada itu S.E. Finer mengatakan kata

"govemment" mengandung 4 alli yaitu :

L government denoles lhe activily or the
process ofgoverning, i.e. oJ exerciling
q meusure of cttnlrol over alhers.

2.  government denoler;  the state of
af.fairs in which this aclivity ofprocess
is to be ftund in short a condotion oJ'
ordered rule. This is a rather special
sense of the term, common in lhe
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3.

eighteenth century. A good instance
of this usage is to be found in Jeremy
Bentham's Book of Fallacies (1824).
There, commenting on the senlence
" Attack us (the rulers) and you attack
Government ", Bentham explains that
the falacy consists precisely in
confusing tv)o sentes of the word
government - that meaning a group
of people, and that meaning ardered
rule,
government denotes those people
charged with the duty of governing.
This is a very common usage and I
shall have to employ it very often in
the course of these pages to that
whenever it appears lo be ambiguous
I shall replace it with the expressions
"the rulelers" or, "the governors" or
even "the public authorities ".
government denotes the manner,
melhod or system by which a
particular society is governed. l{hen
we say that we are about to compare
French and British government it is
in this sense of the word that we are
using it, and the very expression,
" comparative government" itself
embodies thls partlcular meanlng.
Since I shall have to use it very
frequewly in this sense also, whenever
an amblquity seems likcly to occur I
shall subslitute such terms as "system
of gevernment" or "form of
government" or "reglme" all of
which I intend to be taken as
synonymous,

Apabila pendapat S.E. Finer di atas

dibandingkan dengan istilah dalam bahsa Indonesia,

hal itu merupakan gabungan daripada pengertian

pemerintah dalam arti luas ditambah dengan
pe*ataan pemerintahan.

Dalam kepustakaan diketahui bahwa sampai
sekarang ini kata'bcrnerintah" ditafsLkan bermram-
macam, antara lain dapat dikemukakan:

l. Pendaprt yang menyatekrn Pemerintah

adalah sama dengan eksekutif.

Hal tersebut khususnya di Indonesia didasarkan
pada pertimbangan bahwa UUD 1945 membagi
dalam Batang Tubuhnyaalat-alat kelengkapan
rngara secara formilyakni eksekuti{ lcgislatif, dan
yudikatif; meskipun secara material tidak
mengenal pemisahan kekuasaan ajaran
Montesquieu yang terkenal dengan trias
politiknya-

2. Pendapat yang menyatakan Pemerintah

adalah lebih luas dari pada eksekutif.
Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli yang
mengadakan pembagian fungsi-fungsi negara
berdasarkan ajaran Montesquieu dengan sedikit
perubahan, yakni tidak lagi legislatif-eksekutif-
yudikatif melainkan legislatif-pemerintahan-
ydikatif di mana fimgsi penrerintahan di sini tidak
tnnya fiurgsi eksehrtifyang hanya melaksanakan
peraturan pcrundang-undangan scmata-mata
tetap juga frmgsi-flmgsi lain yang tidak termasuk
fi,ngsi legislatifdan ydikatif
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3. Pendapat ylng menyrtrkrn Pemerintah

dalam arti luas dan dalsm rrti sempit.

Van Vollenlroven mengartikan pemerintah negara

itu dalam arti luas dan dalam arti sempit, yakni

sebagai berikut:
Dalam arti luas selunrh kekuasaan pemerintahan
negara dibagi menjadi emPat, yaitu:
a. bestuur, alaupemerintahan yaitu kekuasaan

untuk melaksanakan tujuan negara;
b. politie, ialah kekuasaan kepolisian untuk

menjamin keamanan dan ketertiban umum
dalam negara;

c. rechtsspraat, atau peradi lan, yaitu
kekrnsaan rurnrk menjamin keadilan di dalam
negara;

d. regeling, atau pengaturan perundang-
undangan yaitu kekuasaan untuk membuat
p€ratuan-peraturan umum dalam negara.

Dalam arti sempit, pemerintahan negara itu tidak
meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-
undangan, pemdilan dan polisi, atau yang disebut
besuur. (Y anY ollenhoven. 1934: 241-245\.

Penulis ingin merujuk kepada pendapat

J.H.A. Logemarur, seorang hli Hukum Tata Negara

Hindia Belanda yang mengatakan:
Fungsi pemeri ntah (re ge r ing) dalam
organisasi negara ialah memberi pimpinan
bagaimana caranya organisasi negara itu
memenuhi tugas kenegaraannya dalam
mencapai tujuan-tujuan negara tersebut.
Sedangkan regering ialah Pt€siderr (dan wakil
Presiden) serta para Mentui yang merupakan
organ yang tersu$m menjadi san (een enkel
samengesteld orgaan).

Apakah yang dimaksud dengan pemerintah

dalam arti luas tidak akan sama antara negara yang

satu dengan negara yang lain, hal ni tergantung dtui
sistem atau ajaran yang dianut oleh sesuatu negara.
Demikian pula dengan pengertian pemerintah dalarn
arti sempit. Berdasarkan ajaran 1'rias Politika,
pemerintah dalam arti sempit hanyalah meliputi

kekuasaan eksekutif saja dan dalam hukum tata
negara Republik Indonesia pemerintah itu adalah
Presiden dengan atau tidak dengan Menteri-menteri
negara.

Secara analogi dalam kata-kata "sistem
pemerinlahan" terdapat bagian-bagian dari
pemerintah dalam $ultu negara yang masing-masing

mempnyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri namtur
secara keseluruhan bagian-bagian te rseb ut
merupakan suatu kesatuanyang padu dan bekerja
sama secara rasional. Dalam hal ini akan tergambar

mekanisme penyelenggaraan negar4 yakni bekemya
Pemerintah sebagai fungsi yang ada pada Presiden
yang memegang firngsi pemerintahan tersebut.

Bagi negara yang menganut ajaran trias
politika, maka sistem pemerintahan berarti suatu
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh

organ- organ le gis latif e kse kut if dan.i udis i il yung

bekerja bersama-sama hendak mencapai suatu

maksud alau lujuan.

Dalam pada itu Mr. Achmad Sanusi lebih

membatasi lagi arti sistem pemerintahan dalam

bukunya yang berjudul: "Perkembangan Sistem
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Pemerintahan Negara Republik Indonesia ( l945-
195)", yang antara lain dikatakan:

Sambil memperhatikan pendapat umumnya
ahli-ahli, dengan kata sistim kami artikan:
Suatu keutuhan keidah-kaidah yang teratur
dan mempunyai tujuan tertenq sedangdengan
kata pemerintahan kami maksudkan di sini :
suatu lapangan dan dalam hubungannya
dengan badan pe rundang-undan g an".
(Achmad Sanusi, I 958:9)

Selanjutnya oleh Achmad Sanusi diberikan
pengertian tentang sistem dan pemerintahan,

dikemukakan arti sistem pemerintalwr sebagai berikut:
Sesuai dengan pengertian yang kami berikan
di atas, dapatlah dikemukakan lebih dahulu
kiranya, bahwa pola-pola sistem
pemeriirtahan yang dikenal di negara kita
dalam garis besamya dapat dibedakan dalam
tiga macam. Pertama: sistim yang dipusatkan
secara mutlak dan bersifat revolusioner.
Kedua: sistim presidentil. Ketiga: sistim
parlementer.

Seperti yang telah dikemukakan oleh C.F.
Strong di atas terdapat 2 (dua) macam sistem
pemerintahan yang pokok yakni sistem parlementer

dan sistem pemerintahan presidensiil. Namwrjuga ada
negara yang tidak dapat diamsukkan dalam salah satu
dari kedua sistem pemerintahan tenebut, yakni yang
tidak sepenuhnya menganut sistem pemerintahan
parlementer atau sistem pemerintahan presidensiil -
yang oleh Sri Soemantri dalam bukunya "Prosedur

dan Sistem Perubahan Konstitusi" disebut sebasai

sistem pemerintalnn campuran.

Dalam bahasa Inggris, sistem pemerintahan

parlementer menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest

disebut lfte P ar liamentary-C ahine I Government

((S.L. Witman, I 963 :7) dan C. F. Strong menyebutrya

the Parl iamentary Execut ive. (C.F. Strong,

1966:20)

Adapun ciri-ciri dari masing-masing sistem
pemerintahan tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, menLuut C.F.

Strong dengan mengutip pendapat H.D. Trail

diaktakan, bahwa untuk adanya sistem parlementer

diperlukan adanya ciri-ciri pokok, yaitu:
l .  Kabinet yang dipi l ih oleh Perdana

Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan
kekuatan-kekuaran yang menguasai
parlemen;

2. Para anggota kabinet mungkin
seluruhnya, mungkkin sebagian adalah
anggola parlemen;

3. Perdana Menteri bersama Kabinet
bertangwrg jawab kepada parlemen;

4. Kepala Negara dengan saran atau
nasihat Perdana Menter i  dapat
membubarkan par lemen dan
memerintahkan diadakannya pernilihan
umun

Dari pendapat tersebut di atas, nampak

bahwa sebenarnya pemegang kekuasaan eksekutif
yang sebenarnya adalah Perdana Menteri yang

bersama-sama dengarl kabinetnya merupakan bagian

dari lembaga legislatif. Kepala Negara hanya
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mempunyai tugas-tugas yang bersifat formil dan

seremonial belaka dan pengaruhnya terhadap

kehidupan politik negara adalah sangat kecil.

Menurut S.L. Witman danJ.J. Wuest, sistem

pemerintahan parlementer tersebut mempunyai 4

(empat) macam ciri-ciri pokok yakni :
L It is based upon the dffision of power

principle;
2. There is mutual responsibility between

the execulive and the legislative;
hence the executive may dissolve the
legislative or he must resign together
with the rest of the Cabinet when his
policies are no longer accepted by the
majority of the membership of the
Iegislature;

3. There is also mutual responsibility
between the execut ive (Pr ime
Mininter, Premier dr Chancellor) is
chosen by the titular Head ofthe State
(Monarch or President), according to
the support of the majority in the
legislature.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa

dalam ciri-ciri pertama yakni adanya prinsip

pembagian (pemencaran) kekuasaan adalah

dimaksudkan dalam pembuaan Undang-urdang dan

dalam pendelegasian pembuatan hukum kepada

kekuasaan eksekutif. Dalam sistem parlementer ada
kerjasama yang erat antara pemegang kekuasaan

eksekutif dengan parlementer dalam pembuatan

Undang-undang. Parlemen di sini merupakan cermin

adanya kekuasaan rakyat, rakyat diberi kekuasaan

untuk membuat berbagai hukun yang tidak dapat

dibatalkan oleh badan lain. Adanya pemencaran atau
pembagian kek' 'as 

rn ini merupakan perkembangar.r

dari ajaran Trias Politika Montesquieu, sedangkan

dalam ciri-ciri yang dikemukakan C.F. Srrong hal ini
tidak diungkapkan namwr tersiral dari ciri-ciri kedua
yakni para anggota kabinet mungkin seluruhnyu,
mungkin sebagian adalah anggota parlemen.

Kemudian ciri-ciri kedua disebutkan adanya
pertanggung-jawaban secara bersama-sama antara

eksekutif dan legislatif dimana kekt'asaan eksekutif
dapat membubarkan kekuasaan legislatif dimana
kekuasaan eksekutif dapat dibubarkan kekuasaan

legislatif, demikianjuga sebaliknya. Artinya bahwa
karena kekuasaan eksekutif berada langsung di
bawah pengawasan parlemen, maka j ika ada Menten
yang mendapat mosi tidak percaya atau jika

kebijaksanaannya tidak diterima oleh sebagian besar

anggota legislatif segera mengundrukan diri. Namun
jika menteri-mbnteri ini dapat mempenganrhi Kepala
Negara melalui Perdana Menteri yang menyebabkan
posisi menteli tersebut kuat, maka akan dapat
mengakibatkan dibubarkarurya Parlemen oleh Kepala

Negara. Dengan demikian Kelapa Negara berfungsi

sebagai penegahj ika terjadi konflik antara parlemen

dengan Kabinet.Oleh karena itu, peran Kepala

Negam di sii diharapkan selaku negarawan dan bukan
berperan sebagai seorang polilisi.Ciri-ciri ini j ika
dibandingkan dengan ciri-ciri kedua dan ciri-ciri

keempat yang dikemukakan oleh C.F. Strong yakni

para anggota kabinet mungkin seluruhnya atuu
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sebagian adolah anggota parlemen, dan ciri-ciri

keempat bahwa Kep ala Negara dengan saran atau

nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan

parlemen dan memerinlahkan diadakannya

pemilihan umum akan dapat dipertautkan yakni

dengan adanya tanggung jawab bersama antara

eksekutif maupur legislatifdan dimungkinkan antara

kedua lembaga tersebut mling menjatuhkan.

Dalam ciri-ciri ketiga yang dikemukakan oleh

S.L. Witman dan J.J. Wuest yakni adanya tanggung
jawab bersama antara eksekutifdan kabinet; adalah

sesuai dengan ciri-ciri dari C.F. Strong yang ketiga

yakni Perdana Menter i  bersama Kabinet

bertannggung jawab kepada Parlemen - karena

kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri , maka segala

tindakannya harus dipertanggung-jawabkan secara

bersama. Di dalam sistem pemerintahan parlementer,

Kepala Negara "can do no wrong", sehinggga

pertanggungiawaban kekuasaannnya dilakukan oleh

Perdana Menteri.

Selanjutnya cir i -c i r i  keempat yang

dikemukakan oleh S.L. Witman dan J.J. Wuest

bahwa eksekutif dipilih oleh Kepala Negara

berdasarkan mayoritas dukungan dalam legislatif;j ika

diamati akan nampak kesesuiarnya dengan ciriciri

pertama dari C.F. Strong yakni &ab inet yang dipilih

oleh Perdana Menter i  d ibentuk oleh atau

be r das ar kan ke kuat an-kekuat an yang menguas ai

parlemen, dalam kenyataan ini penulis berpendapat

bahwa kedudukan Kepala Negara hanya sebagai

lambang negar4 sedangkatr pemegang dan pelaksana

kekuasaan eksekutifyang sebenamya ada di tangan

Perdana Menteri.

Sistem parlementer ini adalah sistem yang

lebih tua usianya dari sistem pemisahan kekuasaan

ataupun sistem presidensiil dan pertama{ama sistem

parlementer ini diterapkan di Kerajaan Inggris sebagai

pengganti Sistem Pemerintahan Kerajaan yang

absolut. Parlemen di Kerajaan Inggris teriri dari Raja,

Wakil-wakil Bangsawan dan Wakil-wakil Rakyat;

Parlemen inilah yang mempunyai hak unhrk membuat

atau tidak membuat suatu hukum apapun dan tidak

ada kekuatan lain yang dapat mengubah atau

meniadakan hukum yang dibuat oleh Parlemen.

Seperti yang telah dikenrukakan di atas

bahwa di samping sistem pemerintahan parlemenler

terdapat pula suatu sistem pemerintalnn di mana pihak

eksekutifberada di luar pengawasan parlemen atau

badan legislatif yakni sistem pemerintahan presidensiil

yang oleh C.F. Strong disebut the Non-

Parliamentary Execulive alau u syslem oJ-

President Government atau disebut juga a fxed
execulive. Sedangkan oleh S.L. Witman dan J.J.

Wuest disebut lhe Presidensiul Government.

Menurut C.F. Strong dalam bukunya
"Modem Political Constitutions" tersebut, ciri-ciri

sistem pemerintahan presidensiil antara lain adalah:
I . Di samping mempunyai kekuasaan

"nominal" (sebagai Kepala Negara)
Presiden juga berkedudukan sebagai
Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala
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Pemerintahan dia mempruryai kekuasaan
yang besar;

2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang

kekuasaan legislatif akan tetapi dipilih
langsung oleh rakyat atau oleh dewan
pemilih seperti berlaku di Amerika
Serikat;

3. Presiden tidak termasuk pemegang
kekuasaan legislatif:

4. Presiden tidak dapat membubarkan
pemegang kekr rasaan legislatifdan tidak
dapat memerintahkan diadakan
pemilihan umum. Biasanya Presiden dan
pemegang kekuasaan legislatif dipilih
untuk masajabatan yang tetap.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka

dalam sistem pemerintahan presidensiil ini di samping

Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara

(sebagai lambang negara) dia adalahjuga Kepala

Pemerintalran. Juga Presiden tidak dipilih oleh lembaga

legislatif akan tetapi oleh sejumtah pemillih atauoleh

badan pemilih. Dengan demikian maka Presiden

bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif

seperti terjadi pada sistem pemerintahan palementer,

oleh karenanya sebagai konsekuensinya maka

Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga

legislatif

Seperti yang telah dikemukakan tersebut I

atas bahwa C.F. Strong menamakan sistem

pemerintahan presidensiil ini dengan the non-

parliamentary executive atatt the fixed execulive.

Disebut sebagai t he no n- par I iame nt ary e rc cut ive

karena pemegang kekuasaan eksekutif tidak

bertanggungjawab kepada parlemen - hal ini sebagai

konsekuensi  dar i  t idak dipi l ihnya pemegang

kekuasaan eksekutif ini oleh lembaga legislatil.

Selanjutnya disebut the.fixcd execuli.e karena nlasa
jabatan pemegang kekuasaan eksekutif adalah

tertentu yang artinya selama masa jabatannya

pemegang kekuasaan ekekutif tidak dapat dijaruhkan

oleh parlemen atau lembaga legislatii dan akan

berakhir apabila waktu yang telah ditentukan oleh

konstitusi telah selesai, misal 4 (empat) tahun untuk

Amerika Serikat.

Selanjutnya menurut S.L. Witman dan J.J.

Wuest, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil

adalah:
l. lt is based upon the sepurutitsn ol

powers principla,
2.  Tha axeL'ul i r , t :  hus no power to

tlissolve the lcgislutive nor must he
resign v,hen he kxc.s the support oJ
lhe majority of its membership;

3. There is on mutual responsibility
betv,een the President und his
Cubinet;  the larter is whol ly
re.sponsible lo the Chief Executivc:

1. The executive (the Clhiel Executive)
is chose by the electorute.

Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest ini ciri-

c i r i  yang pertama adalah adanya pen.r isahan

kekr,nsaan di antara lembaga-lembaga negara sebagai

pelaksanaan ajaran Trias Politika dari Montesquieu

diidentifikasikan sebagai sistem pemerintahan

presidensiil.
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Sedangkan ciri-ciri yang kedua bahwa

pemegang kekuasaan eksekutif tidak mempunyai

kekuasaan untuk nrernbubarkan legislatif, akan rcupi

harus mundurj ika tidak mendapat dukungan dari

mayoritas anggota badan perwakilan/

permusyawanan rakyat. Hd ini senda dengan yang

dikemukakan oleh C.F. Strong tersebut bahwa

Presiden tidak dapat membubarkan pemegang

kekuasoan legislatif dan tidak dapat

memerintahkan diadahan pemilihan umum.

Biasanya Presiden dan pemegang kekuasaan

legislatif dipilth untuk masa jabatan yang tetap.
Dengan demikian kedudukan Prcsiden selama masa
jabatannya adalah kuat dan tidak bertalrggrmg jawab

kepada Parlemen tetapi kcpada rakyat atau badan
pernititmya.

Ciri-ciri yang ketiga 'dalah balua tidak ada
pertanggungiawaban secara bersama-sama antara
Presiden dan Kabineg dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan tanggung jawab atas segala
kebij aksanaan dari kabinet sccara kescluruhan ada
pada Prcsiden sebagai pemimpin eksekutif. Dengan
demikian segala keputusan yang dikeluarkan oleh
Menteri (Kabinet) harus dibuat atas nama Presiden.
Kalau dibandingkan dengan ciri-ciri pertama yang
dikemukakan oleh C.F. Strong di atas bahwa Di
samping mempunyai kekuasaan'haminal" (sebagai

KepalaNegara) Presidenjuga berkcdrdukan sebagai
KepalaPemerintahan. Sebagai KepalaPemerintatran

dia manpunyai kekusaan yang besar, oleh karcnanya

Presiden harus bcrtanggung jawab atas segala
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Kabinerrya.

Ciri-ciri yang keempat adalah pemegang

kekuasaan eksekutif adalah dipilih oleh rakyat
(electorate). Dalam hal ini ada 3 (iga) kemungkinan
yang dimaknd dengan electorate yutl-

l. warga negara suatu negara yang
bosangkutan yang mempunyai syarat-
syarat tcrt€ntu sepcrti Filipina
berdasarkan Konstitusi I 986:

2. Electorial College (Dewan Pemitih),
sepeti pemilihan Prcsiden di Amerika
Serikat;

3. suatu badan perwaki lan/
permusyawaratan rakyat, seperti di
Indonesia

Jika dibandingkan dengan ciri-ciri yang

dikernukakan oleh C.F. Srong maka ciri-ciri keempat
tersebut akan nampak persamaannya dengan ciri-ciri
kedua dari C.F. Strong tersebut yakni bahwa
Presdien tidak dipilih oleh pemegang kckuasaan
legislatifakan tetapi dipilih langsung oleh rakyat
atau oleh Dewan Pemilih seperti berlaku di
Anerika &rikat. Sehingga akan muncul konsekwnsi
bahwa Presiden tidak bedanggung jawab kepada
legislatif, dan oleh karcnanya C.F. Strong menyebut
dengan'the Non-Parliamentary Executive."

Amerika S€rikat adalah negara yang pertama
merrcrapkan sistem pemerintahan presidensiil ini.

Kedua sistem pemerintahan tersebut di atas
merupakan sistem-sistem yang pokok, namun ada
juga negara yang tidak dapat dikelompokkan
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kedalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Hal ini
diakui oleh C.F. Strong yakni sebagai berikut:

The constitution that we are now lo
examine from this point of view very
considerably. The first - that ofthe lJnited
States - is a true case ofafixed executive.
The second - that of Switzerland - offers
an exmple quite unique among the
constitutional systems ofthe world, having
an executive which is in appearance a
parliamentary one, but in practice, shows
the separation offunctions. As to the third
- thar of the Turkish Republic - this offers
a new type of executive which appears to
combine the characteristics of both the
parliamentary and fixedd types." (C.F.
Strong, 1966:241)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui
bahwa beberapa contoh negara-negara yang
mernpuyai sislem pemerintalnn yang ktus, misalnya
negara Swiss yangmempunyai kekuasaan eksekutif
yang menunjukkan dianutnya sistem parlementer,
tetapi menunjukkan pula adanya pemisahan
kekusaan seperti di Amerika Serikat. Kemudian juga
di Republik Turki,  kekuasaan eksekuti fnya
menunjukkan ciri-ciri baik yang tendapat dalam sistem
pemerintahan parlementer maupun presidensiil.

Menurut Sri Soemantri adanya sistem
pemerintahan yang lain ini yang disebutnya sebagai

sistem campuran, dapat dikemukakan beberapa
kemungkinan sebagai berikut:

l. Sistem pemerintahan di mana yang
dominan adalah segi parlementer, tetapi
ada segisegi presidensiilnya;

2. Sistem pemerintahan di mana yang
dominan adalah segi presidensiil, tetapi
ada segi-segi parlementemya.

Terhadap kemungkinandi atas ada baiknya
kita sederhanakan menjadi hanya satu
kemungkinan saja, yaitu kenrungkinan ke
tiga. Dengan demikian apabila hal ini kita
hubrmgkan dengan dua sistem pemerintalnn
yang telah diseburkan terlebih dahulu, kita
akan smpai pada sistem pemerintahan yang
ketiga. Dan untuk memberikan nama. hal itu
dapat disebutkan sistern pemerintahan
kombinasi  atau sistem pemerintahan
campuran. Dengan tidak mengemukakan
titik beratnya, maka sistem pemerintahan
kombinasi  in i  adalah suatu s istem
pemerintahan di mana di dalamnya kita
jumpai adanya baik segi parlementer maupun
segi presidersiilnya.

Dari pendapat tersebut di atas, penulis dapat
megikutinya, bahwa memang ada beberapa negara
yang tidak menganut sistem pernerintahan parlementer
maupun sistem pemerintahan presidensiil, namun ada
sistem pemerintahan lain yang merupakan curmpuiut
daari kedua sistem tenebut yang dengan disesuaikan
pada ketrendak pembentuk negaranya masing-masing.
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SISTEM PEMERINTAHAN YANG DTANUT

UUD 1945

Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang

dianut dan berlaku di Indonesia maka yang p€rtama-

tama harus dipelajari adalah Undang-undang

Dasamya, dalam hal ini penulis hanya mendasarkan

pada UUD 1945 beserta peraturan pelaksnaannya

yang terkait.

Dalam Penjelasan UUD 1945 pada Sistem

Pemerintahan Negara dapat dikemukakan antara

lain:

I . Presiden dipilihdan diangkat oleh MPR;

2. Presiden adalah mandataris MPR;

3. MPR pemegang kekuasaan negara yang

tertinggi;

4. Presiden hlrduk dan bertanggungjawab

kepada MPR;

5. Presiden untergeomet kepada MPR;

6. Presiden adalah pemegang kekuasaan

eksekutif dengan dibantu oleh Menteri-

menteri Negara.

Berdasar pada angka III Sistem Pemerintahan

Negara tersebut bahwa "Kekuasaan Negara yng

tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat",

maka Majelis merupakan penjelmaan rakyat dan

pemegang kedaulatan rakyat (lihat pasal l ayat (2)

UUD 1945, l ihat  juga pasal  3 UUD 1945,

memberikan tugas kepada MPR antara lain adalah

un0lk:

L mengubah dan menetapkan UUD;

2. melantik Presiden dan Wakil Presiden;

3. dapat memberhentikan Presiden &

Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Mendasarkan pada tugas yang diemban

MPR yakni uttuk mengubah dan menetapkan ULID

dan produk hukum lain yakni  Ketetapan dan

Keputusan MPR, maka MPR dapat diznggap sebagai

Iembaga Iegislatif atau setidak+idaknya dipersamakan

dengan lembaga legislatifdalam hal ini arla lah setragai

lembaga konstitutif.

Berdasarkan pasal 20 ayat (l ) UUD 1945,

pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR dan

Presidcn. Sehingga ada anggapiur bahwadi Indonesia

ada 2 (dua) macam lembaga legislatif, yakni lembaga

legislatiftingkat tertinggi (MPR) dan lembaga legislatif

sehari-hari (Presiden dan DPR). Dengan demikian

lembaga legislatifdi sini unnrk sementara waktu dalam

rangka menyamakan penepsi kita dalam membahas

sistem pemerintahan negara Republik Indonesia

dipegang oleh MPR dan DPR.

Selanjunrya lembaga eksekutif dipegang oleh

siapa? Nampak jelas dalam pasal 4 UUD 1945

bahwa "Presiden RI memegang kekuasaan

pemerintahan menr.uut UUD", dari ketentuan tersebut

dapat dimengerti bahwapemegang kekuasaan

eksekutifadalah Presiden. Hal ini dipertegas lagi
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dalam Penjelasan Uud 1945 tentang Sistem

Pemerintahan Negara angka IV.

Kemudian dalam penjelasan tugasnya

Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara seperti

yang diambil dalam pasal 17 WD 1945 dan dalam

Penjelasan UUD 1 94 5 mengenai Sistem Pemerintahan

Negara angka VI yang disebutkan bahwa "Menteri

Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara

tidak bertanggung jawab kepada DPR." Dengan

demikian jelaslah bahawa pemegang kekuasaan

eksekutifdi negara RI satu-satunya adalah Presiden,

dan hal lain ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan

Presiden sebagai Mandataris MPR - maka Presiden

adalah pusat kekuasaan dan pusat tanggungjawab

(concenlralion of power and responsibility upon

the President).

Di samping itu Presiden RI a,lalahjuga Kepala

Negara sebagaimana diatu dalam pasal l0- l6 UUD

1945 dan dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai

"Sistem Pemerintahan Negara" angka VII, ia

mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah tepat

kalau diterapkan dalam konsep pemikiran Sistem

Pemerintahan Presidensiil, yakni bahwa Presiden

bertanggung j awab atas segala kekuasaan yang ada

padanya - baik selaku Kepala eksekkutif maupun

selaku Kepala Negara.

Dengan demikian akan nampak adanya ciri-

ciri sistem pemerintahan presidensiil seperti yang

dikemukakan oleh S.L. Witman dan J.J. Wuest oada

angka ketiga yakni "There is no mutual resptsihility

between lhe Presidenl and his Cubinet; the lutter

is wholly responsible to the ChieJ Executive ". Lain

halnya dengan ciri-ciri dalam sistem pemerintahan

parlemenler, dalam sistem pemerintahan parlementer

kesalahan Kepala Negara dipertangung jawabkan

oleh menteri .

Seperti diatur dalam Pasal 6 A ayat ( I ) tfu D

1945, bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Dalam hal ini nampak adanya ciri-ciri keempat yakni

bahwa "The executive (the Chief Execulive) is

chosen by the electorate", yakni bahwa Presiden

dipilih oleh rakyat secara langsung. Sedangkan dalanr

sistem pemerintahan parlementer, eksekutil'dipilih

oleh Kepala Negara (Raja atau Presiderr) dengan

dasar dukungan majoritas suara dari parlemen,

Ketentuan pasal 5 ayat ( I )jo. Pasal 20 ayat

(l) truD 1945, dapatdiketahuibahwa yang memiliki

kekuasaan membuat Undang-Undang adalah

Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan

pengesahannya dilakukan oleh Presiden selaku

Kepala Negara. Dalam Proses pembuatannya RUU

diajukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang

harus dibahas benama-sama dengan DPR dan untuk

mendapat persetujuan bersama untuk dapat dijadikan

UU, dan kenyataan ini  menunjukkan adanya

kerjasama yzurg erat antara kekursaan eksekutifdan

parlementer (DPR). Semua ini membuktikan bahwa

Indonesia t idak menrapkan ajaran pemisahan
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kekuasaan s€p€rti yang dircrapkan oleh negara

dengan sistem p€merintahan prcsidengiil, mtral di

Amerika Serikat.

Dengan demikian ciri-ciri yang pertama

tentang sistem pernerintahan presidcnsltl yalnt rdanya
pemisahan kekuasaan adalah tidak terpenuhi, justn r
yang ada adalah pcrnbagian kckurarn roporti yang

menjadi ciri<iri sist€m pernerintahan parlementer.

Berdasarkan pasal 3 ayrt (3) UUD 1945,
MPR mempunyai ncwenang untuk membertentikan

hesiden dan Wakil Pr,esidcn dalam mara jabatannya

menurut UUD. Oleh karena Prcsiden dapat

diberhentikan sebelum berakhimya marsjsbshnnya

maka membuktikan bahwa masa jabatan Presiden
yang 5 [ima)tatrmitutidakJbce4 nmuntidakbaarti

sebaliknya yakni bahwa ksckutif mempunyai
kekuasaan unnrk menjatuhkm legislatif. Kenyataan

ini menmjukkanadanyaciri+iri si$crn pcrnerintahan

parlementer, yakni bahwa: "the executive must
resign together with the re$ ofthe Cabinet when
his policies (of the President) are no longer
accepted by the majority of the membershlp ol
the legislarure (MPR)." Namun bukan berarti
karena adanya sesuatu hal prcsiden kehilangan
dukungan dari mayoritas anggota dalam MPR -
Presiden harus mundur. Oleh karena itu. maka ciri-
ciri yang kedua dari sistem pelncrinuhan presidarsiil

hanya sebagian sja yang tcrpenuhi yakni @a bagian:
"the Executive has no power to dissolve the
Iegislative not must he resign. "

Dcryan denrikian kedua ciri-ciri dari sistem

ecrtcdntahsn g€sidcnsiil yang terpenuhi adalah ciri-
ciri yang kedua sebagian, ciri-ciri ketiga dan ciri-ciri
koempat; sedangkan untuk ciri-ciri pertama tidak
tcpcnuhi namun justru nampak adanya ciri-ciri
pcrtama dari sigtgn perrerintahan parlementcr.

Selanjutnya sistem pemerintahan apa yang
diterapkan oleh UUD I 945?

Pada dasarnyajawabannyatidak sistem pe.nerintalnn
pcsidcnsiil maupun si*ernpemerintahan parlementer,

oloh karcna itu seperti yang telah pemah disinggung
di atas, terdapat sistem lain yang tidak termasuk ke
dalam kcdua kelompok tersebut yakni olch Sri
Soemantri dinamakan dengan sistem pemerintahan
kombinasi atau sistem pemerintahan campuran.

Pengaruh sistem pemerintatran parlementer di
Indonesi& antara lain adalah:

l. Supremasi parlemen dengan modifikasi
tedcntu, seperti yang nampak adanya
lembagaMPR.

2. Adanya kerjasama yang erat antara
eksekutif dengan legislatif dalam
pernbunW, hal ini jupmanhrktikan

bahwa Indoneisa tidak menganut ajaran
pemisahan kekusaan dan oleh Suwoto
dikatakan bahwa Irdonesia menerapkan
sistem kckuasaan terpadu. (Suwoto,

1990:72). Sistem kekuasaan terpadu ini
merupakan wujud dari konsep negara
yang bersifat integralistik.
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3. Peran Menteri yang besar yang dapat

menetaPkan kebijaksanaan dalam

Departemen Yang diPimPinnnYa'

4. Kedudukan Kepala Negara tidak dapat

diPersalahkan.

Jika melihat bahwa Presiden mempunyai

wewenang untuk mengangkat dan memperhentikan

Menteri-menteri Negara, adalah sama dengan

karakteristik dengan sistem pemerintahan presidensiil

di Amerika Serikat yakni bahwa kabinet dibentuk oleh

Presiden dan Presiden mempunyai wewenang untuk

mengangkat dan membe rhentikan Menteri -me nteri.

Inilah salah satu pengaruh daari sistem pemerintahan

presidensiil yang nampak dalam sistem pemerintahan

Indonesia.

Hal  la in yang namPak dar i  s istem

pemerintahan presidensiil dalam sistem pemerintahan

di Indonesia adatah kedudukan Presiden sebagai

pusat tanggung jawab dan pusat pemerintahan,

sehingga Presiden adalah sebagai Kepala Negara dan

Kepala Pemerintahan.

Perbedaan antara sistem pemerintahan

presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer

terletak pada cara penyelenggaraan kekuasaan

eksekutif, dan dalam penyelenggaraan kekuasaan

eksekutif Indonesia lebih cenderung melaksanakan

sistem pemerintahan presidensiil . Sedangkan dalam

penyelenggaraan kekusaan eksekutif Indonesia lebih

cenderung melaksanakan sistem pemerintahan

parlementer. Secara hati-hati dapat dikatakan, bahwa

sistem pemerintahan yang dianut oleh negara RI

mengandung segi-segi presidensiil dan segi-segi

parlementer. (Sri Soemantri, 1993:56).

PENUTTJP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

l. Pada prinsipnya dikenal2 (dua) macam

sistem pemerintahan, anmun terdapat

j uga negara yang mempraktekkan sistem

pemerintahan lain yang tidak termasuk

kedua kelompok tersebut. Ilal ini disebut

sebagai sistem pemerintahan campuran

/ kombinasi. Di dalam negara yang

menerapkan ajaran pemi sahan

kekuasaan sering diidentikkan dengan

sistem pemerintahan presidensi i l ;

sedangkan sistem pembagian kekuasaan

yang merupakan keterpaduan antara

kekuasaan legislatif dan eksekutif,

diidentikkan dengan sisem pemerintahan

parlementer.

2.  Sistem Pemerintahan di  lndonesia

menurut UUD 1945 termasuk dalanr

sistem pemerintahan kombinasi atau

campuran dengan versi UIJD 1945 yang

terdapat dalam Penjelasan UUD 1945

tentang Sistem Pemerintahan Negara

yang merupakan rangkuman dari apsal-

pasal dalam UUD 1945 yang mengatur

tentang fungsi lembaga legislatif dan

Sistem Pemerintahan lndonesia Menurut

UUD 1945 (Suatu Kajian Teoritis)
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lembaga eksekutif, dan sebagian

terbesarpengaturannyaAatam UeUerapa

pasal-pasal peraturan plaksanaannya

yaitu Ketetapan MPR.
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